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Tata Cara Lembaga Pcmbiayaan dimaksudkan untuk dapat menunjang dan mendorong 

kegiatan perekonomian. Dalam ketentuan tersebut Modal Ventura merupakan salah satu 

lembaga panbiayaan yang dapat membiayai perusahaan yang memerlukan dana 

Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan Perusahaan 

Pasangan Usaha (PPU) dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan Perjanjian 

Modal Ventura 

Untuk menggan1barkan hal tersebut diatas dilakukan penelitian kepustakaan dan 

lapangan. Pcnelitian kepustakaan dilakrukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori 

serta peraturan perUndang-Undangan. Sedangkan peneltian lapangan dilakukan dengan 

mewawancarai pihak-pihak yang ada kaitan dengan masalah sebagai responden atau 

infonnan. 

Berdasarkan basil penelitian bahwa jenis pcrjanjian kerja sama modal ventura 

dipengaruhi oleh instrumen pembiayaan yakni : 

1. Peoyertaan Saham, 2. Obligasi Koovers� 3. Bagi Hasil. Berdasarkan prinsip kebebasan 

berkontrak pasal 1338 KUHP dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian standard 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



(perjanjian baku) yang sudah dirumuskan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) secara 

sepihak. Perjanjian pembiayaan deogan prinsip bagi hasil pada Perseroan Teroatas PT. 

Sarana Sumut Ventura melahirkan kewajiban PPU yang sangat banyak ditambah dengan 

pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak-hak PPU, kurang mcnggambarkan asas 

persamaan hak antara Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura dengan PPU. 

Mcngenai pcnyelenggaran pembiayaan yang dilakukan oleh Perscroan Tcroatas PT. 

Sarana Sumut Ventura tidak pernah sampa1 menimbulkan masalah yang berakibat sampa.i 

ke Pengadilan. Hal ini disebabkan karena Pcrseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura 

mempertimbangkan aspek kemanusiaan/ kckcluargaan dalam mcnyelesaikan masalah 

yang ada. Umumnya masalah wanprcstasi itu timbul kareaa PPU terlambat dalam 

melaksanakan kewajiban sesuru dengan pcrjanjian atau kesepakatan, namun itu tidak 

menjadi hal yang dikhawarirkan karena Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura 

telah menuntajaminan kepada PPU sebagai syarat pembiayaan. 

Demikianlah Abstraksi ini dibuat, semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat 

dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca sekalian. 
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